
SALTNAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SUI-AWESI TENGAH

PERATU IIAN BUI'A'I'I MOROWALI
NOMoI'l 4rl ',l'Al{uN 2016

TDNTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN oRGANISASI KECAMATAN

DENGAN RAFIMAT TUI IAN YANG MAHA ESA

BUPATI MoIToWALI,

Mcnimbang

Mengingat 1

bahwa untuk melaksrrnnkan ketentuan Pasal 8 Perah:ran
Daerah Kabupaten Morowali Nomor I I Tahun 2O16
tentang Pembentukurr dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Morowali, p<:rlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan dnrr Susunan Organisasi Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali
dan Kabupaten Bonggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik lndoncsia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 39OO).
Sebagaimana tclnh diubah dengan Undang-Undang
Nomor I I Tahun 20OO tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 5l Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten
Banggai Kepuluuan (l,embaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2OOO Nomor 78, Tambahan kmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negnru Republik Indonesia Nomor 5587).
Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Talun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daera,h (Ircmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
kmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887);

Peraturan Daeru lr Kabupaten Morowali Nomor 1 1

Tahun 2016 tcnt{rng Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daernh Kabupaten Morowali (kmbaran
Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2O16 Nomor 011,
Tambahan kmbarnn Daerah Kabupaten Morowali
Nomor 02 l5);

a

4

2.



Menetapkan

MEMU'I'I/SKAN:

PERATURAN BUPATI'TDNTANG
KEDUDUKAN DAN SIJSUNAN ORCANISASI KECAMATAN

BAB I
KIfII'NTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Krrbupaten Morowali.
2. Pemerintah Daeruh adalah kepala Daerah Kabupaten

Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerinta-han
Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusaa
Pemerintahan yong menjadi kewenangan Daerah
otonom.

3. Bupati adalah Bupnti Morowali.
4. Perangko t Daemlr rrdalah unsur pembanru Bupati dan

Dewan Perwrrkilrrn Rakyat Daerah dalam
penyeleng4aranrr tJ rusan Pemerintahan yalg menjadi
kewenangan L)lunr lr Kabupaten.

5. Urusan l,emerlnlrrlrnn ada.lah kekuasaan pemerintahan
yang rnenjadi kewenangan Presiden yang
pelaksansannya dilakukan oleh penyelenggara
Pemerintahan Dtrerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyej ah terakan masyaxakat.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah
kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalsi himpunan
kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil
dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II
KDDUDUKAN

Pasal 2

(l) Kecamatan merupakan unsur Perangat Daerah yaIlg
menyelenggaraka n lJrusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kectu ttrttan.

l2l Kecamatarn sebaguimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Camrtl yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

BAB III
SUSt,,NAN ORGANISASI

llngian Kesatu
Umum

Pasal 3
Kecamatan meliputi:

a. Kecamatan Bungku Tengah;

b. Kecamatan Bungku Barat;

c. Kecamatan Bungku Timur;

d. Kecamaian Bungku Pesisir;



(1)

(2)

e. Kecamatan Bungku Selatan;

f. Kecamatan Bahodopi;

g. Kecamatan Wikr l)onda;

h. Kecamatan Bumi flaya; dan

i. Kecamatln Mentri Kepulauan.

I lagian Kedua
Kecomutan Bungku Tengah

Pasal 4
Kecamatan Bungku Tengah, Tipe A,
Susunan organisasi Kecamatan Bungku Tengah,
terdiri dari:
a. Camat.
b. SekrctarisKecamatanmembawahi:

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. Sub Bagiurr Keuangan.

c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan
Ketertiban.

d. Seksi Pendaprrtun.
e. Seksi Ekonorrri dan Pembangunan.
f. Seksi Kesejah tcraan Sosial.
g. Kelurahan.
h. Kelompok.-labatan Fungsional.
Susunan organislrsi Kelurahan pada ayat (2) huruf g
terdiri da ri:
a. Lurah.
b. SekretarisKclurahan
c. Seksi Pcmr:rintahan, Ketenteraman dan

Ketcrti ban.
d. Seksi Pember<ltyaan Masyarakat.
e. Seksi Kesejahtcraan Sosial.
f. Kelompok Jabrrtan Fungsional.

(3)

(1)

\21

Bagian Ketiga
Kecamutan Bungku Barat

Pasal 5
Kecamatan Bungku Barat, Tipe A.

Susunan organisasi Kecamatan Bunglnr Barat, terdiri
dari:
a. Camat.
b. Sekretaris Kecamatan membawahi:

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. Sub Bagian Keuangan.

c. Seksi Pemerintuhan, Kctentraman dan Ketertiban.
d. Seksi Pendapatnn.
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
g. Kelompok Jatrutan Fungsional

Bngian Keempat
Kecamatan Bungku Timur



(1)

(2t

Pasal 6
Kecamatan Bungku Timur, Tipe A.
Susunan organisusi Kecamatan Bungku Timur, terdiri
dari:
a. Camat.
b. Sekretaris Kccnmataa mem bawahi:

1. Sub Baginrr Kepegawaian dan Umum.
2. Sub Bagirrn Keuangan.

c. Seksi Pemerintrrhan, Ketentraman dan Ketertiban.
d. Seksi Pendaprrlrrn.
e. Seksi Ekononri dan Pembangunan.
f. Seksi Kesej(rht(:raan Sosial.
g. Kelompok Jrrlrr tan Fungsional.

llrgian Kelima
Kecrrrrrrrtan Bungfiu Pesisir

Pasal 7
Kecarnatirrr Bungku Pesisir, Tipe A.

Susunan organirrrsi Kecamatan Bungku Pesisir, terdiri
dari:
a. Camnt.
b. Sekretaris Kccrrmatan membawahi:

l. Sub Bagirn Kepegawaian dan Umum.
2. Sub Bagian Keuangan.

c. Seksi Pemerintuhan, Ketentraman dan Ketertiban.
d. Seksi Pendapntan.
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagial Keenam
Kecamatan Bungku Selatan

Pasal 8
Kecamatan Bungku Selatan, Tipe A.

Susunan organisasi Kecamatan Bunglm Selatan,
terdiri dari:
a. Camat.
b. Sekrctaris Kcr:umatanmembawahi:

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. Sub Bagiun Keuangan.

c. Seksi Pemerintahan, Keten traman dan Ketertiban.
d. Seksi Pendapntan.
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
g. Kelompok Jabatan Fungeional

Bagiaa Ketujuh
Kecomatan Bahodopi

Pasal 9
Kecamatan Bahodopi, Tipe A.
Susunan organisasi Kecamatan Bahodopiterdiri dari:
a. Camat-

b. Sekretaris Kecomatan membawahi:

(1)

(2t

(l)
(21

(1)

(2)



(1)

(2t

(1)

(21

(1)

(21

l. Sub Bagilrr Kepegawaian dan Umum
2. Sub Bagirrn Keuangan.

c. Seksi Pemcr.irrlrrhan, Keten traman dan Ketertiban.
cl. Seksi Pendrrprrtnn.
e. Seksi Ekonorrri dan Pembangunan.
f. Scksi Kesejnlrtcraan Sosiul.
g. Kekrmpok.Inlxrtan Fungsional.

ll rgian Kedelapan
Ker:rrrnatan Wita Ponda

Pasal l0
Kecamatan Witn ltrnda, Tipe A.
Susunan organisrrsi Kecamatan Wita Ponda terdiri dari:
a. Cam:rt.
b. Sekrctaris Kccrmatan membawahi:

1. Sub Bagirrn Kepegawaian dan Umum
2. Sub Bagirrrr Kcuangan.

c. Seksi Pemerirrtrrhan, Keten trama, dan Ketertiban.
d. Seksi Pendopntrrn.
e. Seksi Ekononri dan Pembangunan.
f. Seksi Kesejolrtr:raan Sosial.

C. Kelompok.rnlxltan F\ngsional.

Bugian Kesembilan
Kecamatan Bumi Raya

Pasal I I
Kecamatun Bumi Rnya, Tipe A.

Susunan organisasi Kecamatan Bumi Raya terdiri dari:
a. Camat.
b. SekrctarisKecamatanmembawahi:

l. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Sub Bagian Keuangan.

c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban.
d. Seksi Pendapatan.
e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
f. Seksi Kesejah teraan Sosial.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bngian Kesepuluh
Kecamatun Menui Kepulauan

Pasal 12

Kecamatan Menui Kcpulauan, Tipe A.

Susunan organisasi Kecamatan Bahodopi terdiri dari:
a. Camat.
b. Sekretaris Ktx:rtmatan membawahi:

l. Sub Bagirrn Kepegawaian dan Umum
2. Sub Bagiltt Keuangan.

c. Seksi Pemerinlahan, Keten traman dan Ketertiban'
d. Seksi Pendapnton.
e. Seksi Ekononri tlan Pembangunan.
f. Seksi Kesejnhtcraan Sosial.

C. Kelurahan
h. Kelornpok Julrrrtan Fungsional.



(3) Susunan organisnsi Kelurahan pada ayat (2) hunrf g
terdiri dari:
a. Lurah.
b. Sekretaris Kr:lurahan
c. Seksi Pcmcrintahan, Ketenteraman

Ketertiban.
d. Seksi Pembc.nluyaan Masyarakat.
e. Seksi Kcsejn h tcraan Sosial.
f. Kelompok.Jrrbttan F\-rngsional.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 14

Camat merupakan jabatan eselon III.a.
Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan eselon III.b.
Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a.
Kepala Sub Bagianmerupakan jabatan eselon [V.b.
Lurah merupakan jnbatan eselon IV.a.
Sekretaris Lurah rlnn Kepala Seksi merupakan jabatan
eselon [V. b.

dan

BAB IV

LAMPIRAN

Pasal 13
(1) Bagan struktur urganisasi kecamatan sebagaimana

dimakstxl pnrln krsal 4 ayat (2) sampai dengan Pasal
12 ayat (2) tercnntrrm dalam Lampiran I sampai dengan
la.mpiran lX rncrrrpukan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Brrprrti ini.

(2) Bagan struktur organisasi kelurahan sebagaimana
dimaksud pada l,tnal 4 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3)

tercantum dalam l,lmpiran X menrpakan bagian yang
tidak terpisahkan rlari Peraturan Bupati ini.

(1)

(2t

(3)

(4)

(s)

(6)

BAB VI
,TATA KERJA

Pasa-l l5
(l) Dalam mclaksanflkun tugas intern Kecamatan, Camat,

Sekretaris Kecnmrtlnn, Kepala Sub Bagial, dan Kepala
Seksi wajib mencrupkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dnn simplifrkasi secara vertikal dan
horizontal dan rnemafuhi asas penyelenggaraan

Pemerintahan Ncgura meliputi:
a. Asas Kepastian Hukum;
b. Asas Tertib Penyelenggara Negara;

c. Asas Kepentingan Umum;
d. Asas Keterbukaan;
e. AsasProporsionalitas;
f. AsasProfesionnlitas;
g. Asas Akuntabilitas;
h. Asas Efisiensi;
i. AsasEfektivitns;dan
j. Asas Keadilan.



(21 Setiap Kepala Sntuan Organisasi Kecaraatan dalorn
memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk,
perintah dan mcngawasi serta mengendalilcan tugas
bawahn n, sesrrn i peraturan perundang-undangan yang
berlaktr.

Pasal 16
(1) Sekret{rrint tlnn Scksi masing-masing dipimpin oleh

seoftrng Sckretrrris Kecamatan dan Kepala Seksi yang
berkedudukan cli lxrwah dan bertanggungiawab kepada
Camat.

(21 Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang bcrkedudukun dibawah dan bertangung jawab
kepada Sekretaris.

(3) Setiap bawahan di lingkungan Kecamatan wajib
mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan
tugas yang diberikan oleh atasan.

l4l Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan
tugas, bawahrrn dapat memberikan saran
pertimbangan kr:pada atasan sesuai peraturan
perundang-undrrrrplrrn yang berlaku.

Pasal 17

(1) Setiap Camat wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugos sesuai dengan tugas dan fungsinya
kepada Bupati mclrrlui Sekretaris Daerah.

(21 Setiap kepala satuar di Kecamatan wajib
menyampaikan luporan pelaksanaan tugas sesuai
dengan bidang tugas masing-masing kepada Camat.

BAB VII

KI'PEGAWAIAN

Pasal 18

Formasi kepcgawaian di Kecamatan diatur sesuai dengan

peraturan perundang- u ndangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Petaksanaan rugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Peruturan Bupati ini dilgksanakan mulai
Bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 20
Pejabat di Kecamatan dnn Keltrrahan yang dilantik berdasarkan
Perattran Bupati ini mulai melaksanakan hrgca terhitunS sejak
Bulan Januari Tahun 2017.



Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal 2l
ini mulai berlalm pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Pcrrrturan Bupati ini dengaa
penempatannya dalunr Berita Daerah Kabupaten Morowali.

l)itetapkan di
pada tanggal

Bungku
L I Descmber 2016

BUPATI MOROWALI,

ttd

ANWAR HAFID

SEKRMARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI

ttd

MOH. JAFAR HAMID

Bcrita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 040

Salinan sesuai dengan AslinYa
Kcpala Bagian Hukum

g- undangan
rowali

c-'

Da

tlJ
c-

S.S .MH
Pem) r, rvlb
Nip. 19640503 199503 1 003

Drundangkan di Bungku
pad.r tanggal 27 O.'2eqlh f 2ol;



LAMIPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR TAHUN20T6

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNGKU TENGAH

SUB BAGIA,\
KEUANOAN DAN

ASET

CA.XAT

AEI(REAARIS

SiJts EAG{IA!i
KEPEGAWALT' DAN

UMUM

SEKSI KESAIAHTERAAN
SOSIAL

SEKSI EKONOMISEKSI
PENDAPATAN

SEKSI PEMERINTAHAN
KETENTRA]vIAN DAN

KETERIIBAN

KELURAHAN

BUPATI MOROWALI,

AN!\'AR IIAFID



LAMIPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR TAHUN 2OT5

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNGKU BARAT

AEIG.SIA.RIA

BUPATI MOROWALI,

SUB BAG.{IAN
KEPEG.{WAIAN DAN

UMUM

SUB B.{GIA\
KEUANCAN D-{,\*

ASET

CA.}IAT

SEKSI PENDAPATAN SEKSI EKONOMI SEKSI KESEJAHTERAAN
SOSIAL

SEKSI PEMERINTAHAN
KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN

t

A\\\ AR 11,\FI I)



LAMIPIRAN III
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR TAHUN2016

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNCKU TIMUR

S'Jts BIG,{IAN
i(EPECAWAI.{:\i DAN

UMUM

SEE.ETA.RIA

BUPATI MOROWALI,

SEKSI PENDAPATAN SEKSI EKONOMI SEKSI KESEJAIITERAAN
SOSIAL

SEKSI PEMERINTAHAN
KE"TENTRAMAN DAN

KETERNBAN

CAXAT

SUB B.{GI{\
KEU.\}IG.{:,{ DAN

ASET

AN\L AR I]AFID

I I



LAMIPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR TAHUN2016

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNGKU PESISIR

SZtQgrA.R.la

BUPATI MOROWALI,

SUB B.{G:{\
KtUA,liG.Al- DA\

ASET

,l

CA.MAT

,SUB BAGAIA\
KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

SEKSI PENDAPATAN SEKSI KESL'AHTERAAN
SOSIAL

SEKSI EKONOMISEKSI PEMERINTAHAN
KETENTRAIT1AN DAN

KETERTIBAN

AN\UAR t]AFID



LAMIPIRAN V
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR TAHUN20T6

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNGKU SELATAN

SUB BAG.{.{j\-
KEPEGAW.{IAN DAN

UMUM

SUB B.ICIA\
KEUAAGd\ DA\

ASET

AEKRETA.RIA

BUPATI MOROWALI.

CA.IIAT

SEKSI PENDAPATAN SEKSI EKONOMI SEKSI KESEJAHTERAAN
SOSIAL

SEKSI PEMERINTAHAN
KE'IENTRAMAN DAN

KETETTIBAN

ANWAR HAFID

I

I I



LAMIPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN OROANISASI KECAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BAHODOPI

AZN.ETA.RIS

BUPATI MOROWALI,

.tl ,

SUB BACAI.{}.
KEPEGAWAI.Tti\ DA!

UMUM

SUB BACI,\N
KEU.q,NGAN DAN

ASET

CAMAT

SEKSI KESE.IAHTERAAN
SOSIAL

SEKSI PENDAPATAN SEKSI EKONOMISEKSI PEMERINTAHAN
KftENTR{-tvtAN DAr\*

KETERTIBAN

A r- \\'.\ R HAFID

i

I



LAMIPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN WITA PONDA

AE&RETA.R]A

BUPATI MOROWALI,

'I) i

c^x a

SUB BAGI.{\
KEUANGAN DAN

ASET

SUB BAGAIAN
KEPECAWAIAN DAN

UMUM

SEKSI KESLIAHTERAAN
SOSIAL

SEKSI PENDAPATAN SEKSI EKONOMISEKSI PEMERINTAHAN
KETENTRAMAI\ DAN

KETETTIBAN

,l
I

AN\\'AR T{AFl D



LAMIPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MOROWALINOMOR TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUMI RAYA

CAXAT

atR.ErAxta

SUB BAG.{I!.!i
KEPEGAWAIfu\ DAN

UMUM

SUB BAGI$
KEUfuNGAN DAN

ASET

SEKSI PENDAPATAN SEKSI EKONOMI SEKSI KESLJAHTERAAN
SOSI,{L

SEKSI PEM ERI I.ITAHAN
KETET.TTRAMAN DAN

KETERTIBAN

BUPATI MOROWALI,

11 I

ANWAR HAFID

.1.



TAMIPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MENUI KEPULAUAN

BUPATI MOROWALI,

t*-. t

j

I

'i'
II

S'rr B B-{Ct.jt\
KEUA\GA}i DAi\i

ASET

CAUAT

AEI{REIARIA

SUB 9AGAIA}i
KEPEGAWAIA}{ D.{N

UMUM

SEKSI KESLJAHTERAAN
SOSIAL

SEKSI EKONOMISEKSI
PENDAPATAN

SEKSI PEMERINTAHA\-
KETEI'ITRAMAN DAN

KETEKIIBAN

KELURAHAN

AN\\'AR FIAFID

I

i
I
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